
 

 

 

 

 

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT 

PROVINSI JAMBI 

 

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT  

NOMOR 1 TAHUN 2023 

TENTANG 

 

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2017 

TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 

TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF  

PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, 

 

Menimbang  : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Hasil Pemeriksaan 

oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jambi 

Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten 

Tanjung Jabung Barat Tahun 2021, telah dilakukan 

penilaian  besaran Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Tanjung Jabung Barat oleh Penilai yang memiliki 

berkompetensi;  

  b. bahwa untuk penyesuaian besaran Tunjangan Perumahan 

bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat maka terhadap 

Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 39 Tahun 

2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah 

Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan 

Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat 

Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas 

Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 39 Tahun 

2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah 

Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan 

Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah, perlu dilakukan perubahan; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati 

Nomor 39 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah; 

SALINAN 



 

 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi 

Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan 

Daerah Tingkat II Sarolangun dan Daerah Tingkat  II 

Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

2755); 

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, 

Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung 

Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, 

Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung 

Timur  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3969); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 

Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6805); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 

2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6396);  

 



 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia 5601); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6847); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang 

Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran  Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Lembaran  Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015  Nomor 2036) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018  Nomor 157); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 

serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 

Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017  

Nomor 1067); 

http://www.bphn.go.id/data/documents/05pp058b.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/05pp058b.pdf


 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020  Nomor 1781); 

13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembar Daerah Kabupaten 

Tanjung Jabung Barat Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 

1); 

14. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 39 Tahun 

2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah 

Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan 

Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung 

Barat Tahun 2017 Nomor 39) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tanjung 

Jabung Barat Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan 

Ketiga Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 

39 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan 

Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan 

Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung 

Barat Tahun 2021 Nomor 9); 

15. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata 

Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah 

Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 40) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung 

Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata 

Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung 

Jabung Barat (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung 

Barat Tahun 2020 Nomor 40); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS 

PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2017 TENTANG 

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 

TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF 

PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

DAERAH. 

 

 

 

 

 

http://www.kemendagri.go.id/media/documents/2006/05/15/Permen_No_13_2006.doc


 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 39 

Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 

2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 

Tahun 2017 Nomor 39) yang beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati 

Tanjung Jabung Barat : 

1. Nomor 48 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanjung 

Jabung Barat Nomor 39 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan 

Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 50); 

2. Nomor 39 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati 

Tanjung Jabung Barat Nomor 39 Tahun 2017 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 

2019 Nomor 39); 

3. Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati 

Tanjung Jabung Barat Nomor 39 Tahun 2017 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 

2021 Nomor 9); 

diubah sebagai berikut : 

 

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 7 

(1) Besaran Tunjangan Perumahan adalah sebagai berikut : 

a. Ketua DPRD sebesar Rp 9.970.000,00 (Sembilan juta sembilan ratus 

tujuh puluh ribu rupiah)/bulan; 

b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp 8.840.000,00 (Delapan juta delapan 

ratus empat puluh ribu rupiah)/bulan; dan 

c. Anggota DPRD sebesar Rp 7.200.000 (Tujuh juta dua ratus ribu 

rupiah)/bulan; 

(2) Besaran Tunjangan Transportasi Anggota DPRD sebesar 

Rp.11.770.000,- (Sebelas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu 

rupiah)/bulan. 

 

2. Ketentuan ayat (4) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 8 

(1) Belanja rumah tangga disediakan dalam rangka menunjang 

pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Pimpinan DPRD. 

(2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan 

untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan 

mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. 



 

(3) Kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam Program dan Kegiatan 

Sekretariat DPRD. 

(4) Standar kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut : 

a. Kebutuhan makanan dan minuman Pimpinan DPRD beserta 

Keluarga dan Petugas pendukung Pelaksanaan fungsi, tugas dan 

wewenang Pimpinan DPRD serta Tamu; 

b. Kebutuhan Peralatan dan bahan kebutuhan rumah tangga antara 

lain perlengkapan kebersihan, kelistrikan dan lain-lain. 

c. Kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD dibayar sesuai 

dengan belanja rill cost yang dibuktikan dengan alat tagihan yang 

sah dari pihak ketiga; 

(5) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat 

diberikan apabila Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah 

Negara dan perlengkapannya. 

 

3. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 9 

(1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD merupakan 

sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam 

disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, 

dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD 

sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul anggota, pimpinan fraksi, 

dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.  

(2) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (l) paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat 

kelengkapan DPRD.  

(3) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan 

diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRD sesuai dengan 

kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sesuai dengan 

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

(4) Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat 

kelengkapan DPRD didasarkan pada kehadiran sesuai dengan 

kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dan dapat dilakukan 

dengan harga satuan orang hari atau orang bulan.  

(5) Besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan 

DPRD adalah sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) 

orang/bulan. 

(6) Pengadaan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundangundangan. 

 

4. Ketentuan Pasal 10 dihapus. 

 

 

 

 

 



 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung 

Jabung Barat. 

 

Ditetapkan di Kuala Tungkal 

pada tanggal   31 Januari 2023 

 

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, 

 

ttd 

 

ANWAR SADAT 

 

Diundangkan di Kuala Tungkal 

pada tanggal  31 Januari 2023 

  

             SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT, 

 

                         ttd 

                

                  AGUS SANUSI 

 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2023 

NOMOR 1 

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH 

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT 

 
 

AGUS SUMANTRI, SHI.,MH 

NIP. 19870811 201101 1 001 
 


